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s e ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
- MASYARAKAT
DENGAN

Universitas Hasanuddin

Nomor: 005/SP2H/LT/DRPM/IV/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, kami yang
bertandatangan dibawah ini :

1. Ocky Karna Radjasa . Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.
4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirmaii, cenayan,
Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan - Tinggi Nomor
02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017,
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP . Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada  Masyarakat  yang
berkedudukan di Makassar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama para Dosen di
perguruan tinggi tersebut dengan nama dan
judul  proposal penenelitian  sebagaimana
tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan
diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kontrak Penelitian PTNBH, dengan ketentuan
dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:




PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara;

2. _Undang-Undang Republik Vlndgnersria‘_‘quor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 5

- Pendidikan Nasienal:. .~~~ 0 o

—3. Undang-Undang Hepubnk Indonesia Nomor OT Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negars;

—4.Undang-Undang-Republik—Indonesia—Nomor—15-Tahun- 2@04,—ten—ta ng-Pemeriksaan———

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916); -

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Riset, Tekologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Tekologi dan

~ Pendidikan tinggi;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

698/M/Kp/XIl/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Penelitian;

14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017tentang
Penerima Pendanaan Penelitian;

15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dlrektorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendldlkan Tinggi Nomor
02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017,

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 042 06.1 401516/2017

tanggal 7 Desember 2016.

> o

PASAL 2

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan.sebagai penanggungjawab Kontrak
yang dilakukan oleh para Dosen perguruan tinggi tersebut di Universitas Hasanuddin

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan
keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak 205 (Dua ratus lima) Judul
Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP
DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 20186.

(4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang
telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

“PASAL 3™

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam

—  ——————Pasal-2-sebesar Rp-25.885:149.000,- (Dua-puluh-lima-milyar-delapan-ratus-delapan———
puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibebankan
kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017
tanggal 7 Desember 2016.

(2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahapdari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) !l Jakarta kepada rekening Institusimelalui
mekanlsme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagal berikut:

a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu
70%X Rp 24.395.149.000,- = Rp. 17.076.604.300,- (Tujuh belas milyar tujuh
puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga ratus rupiah),

b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan
yaitu 30% X Rp 24.395.149.000,- = Rp. 7.318.544.700,- (Tujuh milyar tiga ratus
delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah),

¢) ~Pembayaran biaya tambahan sebesar Rp. 1.490.000.000,- (Satu milyar empat
ratus sembllan puluh juta rupiah)

d) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada
ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

(3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaiamana pada ayat (2) diberikan
apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang
memuat judul penelitian, ‘pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data
yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa
luaran yang akan dicapai. '

(4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan apabila PIHAK KEDUA telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya
tanggal 15 September 2017 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman
SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut: ; : :

a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

(5) Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran
Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran peneln‘.lan yang sudah di validasi oleh
PIHAK PERTAMA. :




(1)

PASAL 4

Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan
kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi . Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening : 0098990071
=="Nama penerima pada rekening " RPE==054"—"UNEFE

e e = —OPERASIONALBLU—

Nama Bank : Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea

Atamat Bank ~ JI—Perintis—Kemerdekaan No. 10 Tamalanrea———
Makassar

Kota . Makassar

NPWP Perguruan Tinggi : 00.415.588.3-801.000

(2)

(3)

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan
oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan
Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan
Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Penelitian

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. :

PIHAK KEDUA berkewaﬂban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten
atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud

~ pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA ,yaitu pada setiap akhir Tahun

Anggaran berjalan.

PASAL 6
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian.

~ a. Perguruan Tinggi Negeri dengan masing-masing Ketua pelaksana untuk pengaturan |

hak dan kewajiban setiap pelaksana-di lingkungan perguruan tingginya yang
memuat antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara
dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman
pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi:

b. Kopertis Wilayah dengén masing-masing Pimpinan PTS di wilayahnya. Selanjutnya

masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Pelaksanaan Kontrak Penelitian -

'PTNBH dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap
pelaksana di lingkungan perguruan: tingginya yang memuat antara “lain: nama
pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin
pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberl
dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi:

Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan
kemajuan pelaksanaan kegiatan ke ke laman (website). SIMLITABMAS, dengan

berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian; -




. £3)

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan
Penelitiandapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulisdari Direktur
Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

Pengembangan.
PASAL 7

_PIHAK KEDUA harus menyampaikan_ Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh

__pekerjaan_ yang_dibukiikan dengan _pengunggahan padalaman _(website)

~SIMLITABMAS.

a. Catatan hariandan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 15

(1)

M

@)

,‘__,Affl‘UVBIHUET 2017

b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada 1 November
2017 (bagi penelitian tahun terakhir).

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan
Pelaksanaan Kontrak Penelitan PTNBHtelah berakhir, PIHAK KEDUA belum
menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau
terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif
berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian
dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan
Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat, maka Pelaksanan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap

kedua sebesar 30%.

Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka
dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

PASAL 8

Laporan hasilPenelitiansebagaimana tersebut pada Pasal 7ayat (1) ditulis dalam
format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah

sampul (cover) ditulis :
Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

Sofz‘copy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus

. diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy harus dlSlmpan oleh

PIHAK KEDUA.
PASAL 9

Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya -sebelum Kontrak Penelitian ini

selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada
pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Benta Acara Serah
Terima (BAST) yang ditandatangi oleh kedua belah pihak.

Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana d|maksud dalam Pasal 2 ayat (4) tldak
dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini,  maka PIHAK KEDUA wajib

menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.




. (38) Apabila setiap ketua Peneiliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan
anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas

Negara.
PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak
setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa: .

~«—-~——Q~—1—npmhplmn hnrqnn -dan-jasa-dikenai-PPN-sebesar10%-dan-PPh-22-sebesar 1-‘5%1—”****_; -
2 pajak—paJak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

= PASAL1T T

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan
dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos' dalam bentuk apapun yang berkaitan
dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi

dana.

(3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini
adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita
Acara Serah Terima (BAST).

(4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan
memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK pihak melalui
amandemen Kontrak Penelitianini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 12

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan

~ dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau
diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat
digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

. (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure)
dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran,
perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta
adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata -
berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitianini.

(3) Apabila-terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalaml wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya -dalam
waktu 7-(tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan'memaksa (force majeure), disertai
dengan bukti-bukti yang sah dari-pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad
baik akan segera membicarakan penyelesalannya

PASAL 18

(1) Apablla terjadl perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan KontrakPenelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah
dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat -
maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih
domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh
kedua belah pihak.




PASAL 14

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian PTNBH ini dibuat ra'ngkap 3-( tiga)
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan

kepada PIHAK KEDUA.

e PMGNeBEREANA - - a.. oL SNHENERE o

Ocky Karna Radjasa -~ Prof Dy B, :i:aode Asrul, MP
NIP. 19651029 199003 1 001 NIP 19630307 198812 1 001




120,798,500

PALMARUDE Strategi Pengendalian Perilaku Petani Dalam Rp. (100%0)
Penggunaan Pupuk Kandang Unfuk
23 Meningkatkan Profitabéitas Usahatani Jagung Rp. 84,558,950 (70%)
s Di Sentra Produksi Jagung Provinsi Sulawesi
0363106501 Selatan Rp. 36,239,550 (30%) | Rp.
Status usulan: Baru
ANDI NUR FAIDAH Peningkatan Mutu Pasca Panen Buab Langsat Rp. {106%)
RAHMAN berdasarkan Karakterisasi Enzim Polifencl e e e
24 Oksidase (PPO) Rp. 73,150,000 {70%) -
0001646101 Rp. 31,350,000 (30%) | Rp.
Status usulan: Baru
ABDUL LATIEF PEMANFAATAN DAUN KELOR (Moringa Rp. 93,000,000 (100%)
TOLLENG oleifera) SEBAGAI PAKAN TERNAK GUNA
25 MENINGKATKAN KUALITAS SEMEN Rp. 65,100,000 (70%}
e e| PETANTAN DALAM UPAYA
0022016506 MENINGKATKAN ANGKA KELARIRAN Rp. 27,900,000 0%y | Rp
e | SAPIPOTONG
Status usulan; Baru
SITT ASLAMYAH Diversifikasi Rumput Laut Fermentasi Schagai Rp. 210,000,000 (100%)
Sumber Karbohidrat dan Binder Dalam Pakan S —
26 Buatan Murah dan Ramah Lingkungan Untuk Rp. 147,000,000 (710%)
- Mendukung Intensifikasi Budidaya Ikan Bandeng
0001086603 di Sulawesi Sefatan Rp. 63,000,000 (30%) Rp. 10,000,000
Status usulan: Lanjutan
TAMRIN INTEGRASI PENGEMBANGAN APLIKAS] Rp. 100,000,000 (100%}
CENDAWAN ENTOMOPATOGEN DAN e O
27 KONSERVASI PREDATOR UNTUK Rp. 70,000,000 {70%)
PENGENDALIAN HAMA UTAMA PADI e
006026707 BERKELANJUTAN Rp. 30,000,000 (30%) Rp.
Status usulan; Baru
ZARASWATI D FORTIFIKASI BISKUIT BAY! DENGAN Rp. 182,810,000 {100%)
ZAINUDDIN PENAMBAHAN MIKROENKAPSUL
28 FITOPLANKTON LAUT Spirulina platensis Rp. 127,967,000 (70%)
e DAN Chiorella valgaris SEBAGAI BAHAN
0024085805 MAKANAN PENDAMPING AS1 BERNILAI Rp. 54,843,000 (30%) | Rp. 10,000,000
GIZI TINGGE
Status usulan: Lanjutan
ABU BAKAR PENGEMBANGAN DAN KOMERSIALISASI Rp. 185,000,000 (100%)
PRODUK TEPUNG PREMIX OTAILOTAK
29 DAN EMPEK-EMPEK DENGAN BAHAN Rp. 129,500,000 {70%)
: DASAR IKAN TENGGIRI (Scomberomorus S
0017116168 commersonii) Rp. 55,500,000 (30%) { Rp.

Status usufan:

Baru

Universilas Masanaddin
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